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RINGKASAN PENELITIAN 
 

CV. Mamifood Sukses Abadi harus memperhatikan aspek legalitas untuk menjalankan 

usahanya seperti legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM 

RI). Berdasarkan peraturan BPOM No. 23 Tahun 2018,  menyebutkan  bahwa  industri  pangan 

memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keamanan  produk  pangan  yang  dijualnya,  

tetapi keberlangsungan  suplai  pangan  yang  aman  tetap menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  

untuk melindungi  kesehatan  dan  keselamatan konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus 

memperhatikan aspek kehalalan produk karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim 

seperti yang tertuang di dalam Pasal 44 UU JPH No. 33 Tahun 2014 bahwa perusahaan yang 

besar harus memberikan subsidi atas biaya sertifikasi halal Usaha Menengah Kecil dan Mikro 

(UMKM). Oleh karena itu, CV. Mamifood Sukses Abadi harus memperhatikan kedua aspek 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Good Manufacturing Practices 

(GMP) dan untuk mengkaji penerapan Sistem Jamainan Halal (SJH) di CV. Mamifood Sukses 

Abadi. 

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Mamifood Sukses Abadi, Bogor, Jawa Barat. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penerapan GMP dan System 

Jaminan Halal (SJH) melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian dan tanya jawab dengan narasumber pimpinan dan karyawan. 

Terdapat 14 kriteria penerapan GMP yang dianalisis, yaitu: (1) lokasi dan lingkungan 

produksi; (2) bangunan dan fasilitas; (3) peralatan produksi; (4) suplai air atau sarana 

penyediaan air; (5) fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi; (6) kesehatan dan higiene 

karyawan; (7) pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi; (8) penyimpanan; (9) 

pengendalian proses; (10) pelabelan pangan; (11) pengawasan oleh penanggung jawab; (12) 

penarikan produk; (13) pencatatan dan dokumentasi; dan (14) pelatihan karyawan. 

Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dianalisis adalah (1) kebijakan halal, (2) tim 

manajemen halal, (3) pelatihan, (3) bahan, (4) fasilitas produksi, (5) fasilitas produksi, (6) 

produk, (7) prosedur tertulis aktivitas kritis, (8) kemampuan telusur, (9) penanganan produk 

yang tidak memenuhi kriteria, (10) audit internal dan (11) kaji ulang manajemen.  

Kata kunci: Bisnis, GMP, Pangan, SJH Halal, Usaha 

  
  



BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor yang sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai faktor seperti penerimaan devisa negara, keterbukaan lapangan kerja, terpenuhinya 

kebutuhan konsumsi setiap masyarakat, terpenuhinya ketersediaan bahan baku untuk keperluan 

industri, diversifikasi dan daya saing produk yang dihasilkan, serta optimalisasi  pengelolaan  

sumberdaya  alam  dapat dilakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing 

(Herdhiansyah, Dhian, Sutiarso, & Purwadi, 2012) (Herdhiansyah, Dhian, & Asriani, Strategi 

Pengembangan Agroindustri Komoditas Kakao di Kabupaten Kolaka – Sulawesi Tenggara, 

2018). Pertanian dalam artian luas, banyak komoditas yang dapat dimanfaatkan diantaranya 

komoditas tanaman pangan dan hortikultura, komoditas hasil hutan, komoditas hasil 

peternakan, dan komoditas hasil perikanan. Salah satu komoditas yang saat ini banyak diminati 

yaitu komoditas hasil peternakan. 

Komoditas peternakan merupakan komoditas yang memanfaatkan hasil-hasil dari 

kegiatan budidaya hewan seperti sapi, kambing, ayam, bebek, dan hewan lainnya. Produk-

produk yang dihasilkan bisa berupa hewan hidup itu sendiri, daging potong segar, susu segar, 

serta hasil turunan lainnya. Salah satu produk hasil peternakan yang saat ini banyak dinikmati 

dan dikonsumsi masyarakat yaitu susu. 

Susu merupakan carian yang berwarna putih yang dihasilkan oleh hewan mamalia. 

Susu juga merupakan salah satu sumber gizi utama bagi manusia. Susu dapat diolah menjadi 

berbagai macam produk seperti susu segar, mentega, yogurt, es krim, susu bubuk, keju, dan 

produk turunan lainnya. Salah satu produk olahan susu yang masih banyak digemari oleh 

masyarakat yaitu keju.  

Keju merupakan makanan yang saat ini banyak digunakan untuk berbagai macam 

toping produk aneka makanan dan minuman. Penambahan keju, akan memberikan nilai lebih 

pada produk yang dihasilkan. Produk-produk yang sering menggunakan keju yaitu martabak 

manis, kue bolu, kue kukis, dan kue kering lainnya.  Namun, saat ini masyarakat tidak hanya 

mengkonsumsi keju dalam bentuk keju bar atau keras, tetapi juga dapat juga dalam bentuk saus. 

Produk ini yang dikenal saat ini yaitu saus keju. 

Saus keju merupakan produk olahan keju yang dicampur dengan berbagai macam 

bumbu dan bahan lainnya, sehingga memiliki tekstur yang lebih cair dibanding keju pada 



umumnya. Saus keju saat ini sudah mulai banyak digemari oleh masyarakat mulai dari kalangan 

bawah, hingga kalangan atas. Mulai dari golongan anak-anak hingga dewasa. Berbagai macam 

resto atau rumah makan juga telah memasukan menu saus keju sebagai menu andalan yang 

dapat meningkatkan harga dari produk yang ditawarkan. Peluang inilah yang menjadi landasan 

oleh CV. Mamifood Sukses Abadi untuk memproduksi saus keju dalam kemasan. 

CV. Mamifood Sukses Abadi harus memperhatikan aspek legalitas untuk menjalankan 

usahanya seperti legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM 

RI). Berdasarkan peraturan BPOM No. 23 Tahun 2018,  menyebutkan  bahwa  industri  pangan 

memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keamanan  produk  pangan  yang  dijualnya,  

tetapi keberlangsungan  suplai  pangan  yang  aman  tetap menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  

untuk melindungi  kesehatan  dan  keselamatan konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus 

memperhatikan aspek kehalalan produk karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim 

seperti yang tertuang di dalam Pasal 44 UU JPH No. 33 Tahun 2014 bahwa perusahaan yang 

besar harus memberikan subsidi atas biaya sertifikasi halal Usaha Menengah Kecil dan Mikro 

(UMKM). Oleh karena itu, CV. Mamifood Sukses Abadi harus memperhatikan kedua aspek 

tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Bagaimana penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) CV. Mamifood Sukses 

Abadi? 

2. Bagaimana penerapan Sistem Jamainan Halal (SJH) di CV. Mamifood Sukses Abadi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) CV. Mamifood Sukses 

Abadi? 

2. Mengkaji penerapan Sistem Jamainan Halal (SJH) di CV. Mamifood Sukses Abadi? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi UKM-UKM yang ingin mempelajari lebih mendalam 

bagaimana pengimplementasian GMP dan SJH di Perusahaan. Penelitian ini juga dapat 

bermanfaat untuk menambah keilmuan dalam bidang manajemen mutu. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Sistem Keamanan Pangan 

Salah satu sistem yang besar dan luas yakni ada pada sistem keamanan pangan. 

Keamanan pangan dapat mencakup aspek seperti sistem pengawasan dan pengendalian 

(surveilance), analisa risiko, regulasi dan sebagainya yang dapat terjadi di tingkat pemerintah 

lokal dan domestik, sampai pada tingkat antar Negara dan lembaga internasional (WHO dan 

FAO) (Surono, Sudibyo, & Waspodo, 2016).  Dalam lingkup mikro sekalipun, sistem 

keamanan pangan sangat luas dan rumit karena banyaknya sifat bahan baku dan jenis produk 

olahan beraneka ragam seperti misalnya produk dari hasil ternak (telur, daging, susu) yang 

memiliki risiko tinggi yang diproduksi oleh perusahaan skala besar, hingga produk yang 

berisiko rendah seperti produk hasil olahan sirup, makanan ringan, yang produksi oleh 

pengusaha kecil (Surono, Sudibyo, & Waspodo, 2016). 

 

2.2 Mutu Makanan dan Undang-undang Pangan 

Sebagai anggota masyarakat, setiap konsumen mempunyai batasan dalam hal menilai 

mutu pangan. Betapapun tingginya nilai gizi dan lezatnya suatu makanan, apabila tidak aman 

untuk dikonsumsi maka tidak akan berharga bagi konsumen. Karena konsumen tidak bisa 

menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keamaan makanan maka mereka memerlukan 

perlindungan (Winarno, 1993). Pemerintah merupakan lembaga yang berkewajiban dan 

bertanggung jawab dalam masalah mutu keamanan pangan. Untuk melindungi konsumen 

dengan baik, berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh paling sedikit 4 departemen, yaitu 

Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen perdagangan dan Departemen 

Industri. Undang-undangan pangan  yang dibuat digunakan untuk melindungi konsumen dari 

makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi serta makanan yang tidak benar serta cara-cara 

produksi yang tidak baik, baik untuk tujuan konsumsi luar negeri maupun luar negeri. Salah 

satu pengawasan dibidang pengawasan makanan dilakukan oleh Departemen Industri. 

Departemen Industri menangani industry pangan besar dan pangan kecil. Salah satu tugasnya 

adalah untuk mempertimbangkan dan memberi izin produsen pangan (Winarno, 1993) 

 



2.3 Good Manufacturing Practices (GMP)  

Good Manufacturing Practices atau CPPOB merupakan acuan bagi setiap industri 

pengolahan makanan agar memperhatikan satiap aspek keamanan pangan sehingga dapat 

menghasilkan makanan yang bermutu dan sehat bagi konsumen. Pada UU No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan, disebutkan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat 

harus sesuai dengan standard kesehatan, jika tidak sesuai maka dilarang untuk dijual 

(Rudiyanto, 2016). 

Praktek manufaktur yang baik (GMP) adalah usaha untuk menjamin mutu suatu 

produk  sehingga dengan Good Manufacturing Practices setiap industri pengolahan pangan 

harus mengendalikan produksinya untuk mendapatkan mutu yang sesuai standar.  Mengikuti 

acuan dari GMP berarti mengupayakan untuk meminimalisir risiko mutu yang buruk (Kumar 

& Jha, 2015). Secara keseluruhan, peraturan dari GMP terdiri dari desain dan konstruksi 

higienis produksi makanan, desain dan konstruksi peralatan produksi, pembersihan dan 

desinfeksi peralatan, pemilihan bahan-bahan produksi dalam keadaan baik, pelatihan terkait 

higienitas pekerja dan dokumentasi dari perusahaan yang lengkap (Thaheer, 2005). 

GMP termasuk dari salah satu bagian dalam sistem Hazard Analysis Critical Control 

(HACCP) yang berfungsi untuk meminimalkan bahkan menghilangkan masalah mutu pangan 

yang dpaat disebabkan oleh beberapa factor seperti, biologi,fisis dan kimia. Bagi industri kecil 

hingga industri menengah, penerapan GMP berguna untuk mendapatkan sertifikat P-IRT. Good 

Manufacturing Practices mencakup 18 aspek yang terdiri dari lokasi, bangunan, fasilitas 

sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, 

laboratorium, karyawan, pengemas, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan 

dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk 

dan pelaksanaan pedoman. (BPOM, 2012 dalam Rudiyanto, 2016). 

 

2.5 Sistem Jaminan Halal Produk Makanan Olahan LPPOM MUI  

Dalam hukum Islam, halal dan haram menduduki posisi yang sangat penting. 

Kehidupan seorang muslim dituntut untuk senantiasa mengkonsumsi makanan, minuman, obat-

obatan, kosmetika dan segala kebutuhannya, harus ada kepastian halalnya.  Jika sudah benar-

benar halal, maka seseorang boleh melakukan, menggunakan, atau mengonsumsinya.  

Demikian pula jika sesuatu tersebut hukumnya haram, maka ia harus menjauhinya (LPPOM 

MUI, 2012) 



Sistem Jaminan Halal Sistem yang disiapkan dan dilaksanakan untuk untuk pemegang 

sertifikat halal yang bertujuan untuk menjamin proses produksi dan produk yang dihasilkan 

adalah halal, sesuai dengan aturan yang digariskan MUI.  Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI 

berisikan 11 kriteria yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi 

halal.  Kesebelas kriteria tersebut yaitu Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan 

Edukasi, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, Kemampuan 

Telusur (Traceability), Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Audit Internal, dan 

Kaji Ulang Manajemen (LPPOM MUI, 2012). 

 

  



BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1. Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Mamifood Sukses Abadi, Bogor, Jawa Barat. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penerapan GMP dan System 

Jaminan Halal (SJH) melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian dan tanya jawab dengan narasumber pimpinan dan karyawan. 

Terdapat 14 kriteria penerapan GMP yang dianalisis, yaitu: (1) lokasi dan lingkungan 

produksi; (2) bangunan dan fasilitas; (3) peralatan produksi; (4) suplai air atau sarana 

penyediaan air; (5) fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi; (6) kesehatan dan higiene 

karyawan; (7) pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi; (8) penyimpanan; (9) 

pengendalian proses; (10) pelabelan pangan; (11) pengawasan oleh penanggung jawab; (12) 

penarikan produk; (13) pencatatan dan dokumentasi; dan (14) pelatihan karyawan. 

Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dianalisis adalah (1) kebijakan halal, (2) tim 

manajemen halal, (3) pelatihan, (3) bahan, (4) fasilitas produksi, (5) fasilitas produksi, (6) 

produk, (7) prosedur tertulis aktivitas kritis, (8) kemampuan telusur, (9) penanganan produk 

yang tidak memenuhi kriteria, (10) audit internal dan (11) kaji ulang manajemen.  

 

3.2. Analisis Data 

Penilaian GMP berasal dari nilai yang ditentukan berdasarkan pertanyaan-pernyataan mengenai 

aspek-aspek GMP dan dokumentasi yang menunjukkan dari 14 kriteria. Data kualitatif yang 

telah diperoleh dengan 2 penilaian 1 dan 0. Analisis permasalahan terkait keamanan pada 

produk pangan IRT biasanya dikarenakan SPP-IRT yang telah didapatkan berlaku selama 5 

tahun, sementara monitoring atau pengawasan dari instansi berwenang tidak dilaksanakan 

secara rutin. Hal ini berdampak pada penerapan GMP sangat bergantung pada konsistensi 

pengelola IRT itu sendiri. 

  



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Sistem Jaminan Halal 

Kata halal dan haram berasal dari Bahasa arab. Halal berarti dibolehkan atau diizinkan, 

sedangkan haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan. Makanan halal merupakan makanan 

yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Halal dari aspek zatnya dan halal cara mendapatkan 

makanan tersebut, sedangkan makanan haram berarti makanan yang dilarang untuk dikonsumsi 

karena mengandung bahan yang haram (Zulaekah & Kusumawati, 2005). 

Makanan yang halal dan aman merupakan hal yang penting bagi konsumen, khususnya 

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penganut muslim terbesar di dunia (Elizabeth 

et al., 2021). Penduduk muslim cenderung membeli produk yang telah jelas status 

kehalalannya. Menurut Suradi et al. (2015) agama merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan pemilihan makanan selain budaya, ketersedian, nutrisi dan keterbatasan dietetic. 

Estiasih et al. (2019) menambahkan bahwa persepsi konsumen tentang suatu produk 

dipengaruhi oleh isu halal terhadap produk tersebut. Produk yang sudah bersertifikat halal 

memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan 

persyaratan syariat islam (Abu Bakar et al., 2016; Akim et al., 2019; Hanzaee & Ramezani, 

2011; Rajagopal et al., 2011). 

Konsep halal sudah popular di masyarakat dunia dan sudah mulai diterapkan pada 

berbagai jenis produk, yaitu makanan, minuman, obat-obatan dan barang gunaan. Pemerintah 

telah mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib 

bersertfikat halal (UU No. 33 Tahun 2014) yang dalam pelaksanaannya secara bertahap. 

Menurut Nasrullah (2018) pemerintah sudah memberikan perhatian lebih terhadap 

pengembangan industri produk halal. Hal ini bertujuan agar daya saing produk dalam negeri 

tidak kalah dengan produk impor. Putri et al. (2021) menambahkan bahwa pelaku usaha harus 

memahami pentingnya sertifikasi produk yang mereka jual agar dapat bersaing di pasar global.   

Saat ini proses sertifikasi melibatkan tiga aktor, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

BPJPH sebagai regulator telah menerbitkan panduan berupa manual halal yang menjadi 

panduan bagi pelaku usaha untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di 

usahanya. Dalam manual halal tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu 

komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan dan 

evaluasi. 



Penerapan SJPH bagi pelaku usaha yang akan mensertifikasi produknya merupakan 

suatu kewajiban terutama bagi perusahaan yang memproduksi produk yang termasuk kategori 

kritis kehalalannya. Menurut Apriyantono (2007) kehahalan suatu produk dapat dicapai dengan 

menerapkan manajemen halal dan sistem halal pada produk tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis penerapan SJPH di CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor yang merupakan 

perusahaan yang baru berdiri tahun 2019 yang berlokasi di Kelurahan Gunung Batu, Bogor. 

Produk yang telah CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor jual adalah produk berbasis keju, yaitu 

saus keju, selai susu dan keju oles. Keju merupakan makanan padat dan asam yang dibuat dari 

susu yang ditambahkan rennet untuk menggumpalkan casein susu (Atma et al., 2018). Keju 

termasuk salah satu produk yang termasuk kategori kritis karena melibatkan penggunaan 

mikroba dalam proses produksinya. 

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang digunakan sebagai patokan dalam 

penelitian ini adalah SJPH yang tertuang dalam surat edaran BPJPH No. B - 5952 

/BD.II/P.II.I.2/HM.00/09/2021 tanggal 20 September 2021. Kriteria dalam surat edaran 

tersebut terdiri dari 4 kriteria, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, 

produk, dan pemantauan dan evaluasi. 

 

4.2. Pembahasan Sistem Jaminan Halal 

1.1. Komitmen dan Tanggung Jawab 

Kriteria pertama ini terdiri dari (a) kebijakan halal, (b) tanggung jawab pimpinan puncak 

dan (c) pembinaan sumber daya manusia. Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis dari 

pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa pimpinan perusahaan tersebut berkomitmen 

untuk memproduksi produk yang halal secara kontinu (Jumiono & Rahmawati, 2020). Menurut 

Yuwana et al. (2021) adanya kebijakan halal akan memberikan kepastian ketersediaan produk 

yang halal bagi konsumen produk tersebut. 

CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor sudah memiliki kebjikan halal sejak tahun 2021 yang 

berbunyi “Kami berkomitmen tinggi untuk menghasilkan produk halal, dengan hanya 

menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan 

menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim 

manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional”. 

Kebijakan halal tersebut harus disosialisasikan (Jumiono & Rahmawati, 2020). CV. Mamifood 

Sukses Abadi Bogor sudah mensosialisasikan kebijakan halal tersebut kepada seluruh 



karyawan melalui poster yang ditempel di ruang produksi (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Poster kebijkan halal CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor 

 

Tanggung jawab manajemen puncak meliputi beberapa hal yaitu pembentukan tim 

manajemen halal dan/atau menunjuk penyelia halal. Tugas tim manajemen halal adalah 

menyusun dan mengevaluasi SJPH yang telah diimplementasikan di suatu perusahaan 

(Jumiono & Rahmawati, 2020).  CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor telah memiliki tim 

manajemen halal yang terdiri dari 3 orang yang berasal dari (1) QA/QC, (2) R&D, dan (3) Sales, 

Purchasing dan Warehouse. Tim manajemen halal tersebut telah disahkan oleh pimpinan 

perusahaan.  

Pembinaan sumber daya telah dilakukan oleh CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor dalam 

bentuk pelatihan internal dan ekternal. Menurut Jumiono & Rahmawati (2020) pelatihan 

tersebut bertujuan untuk menjamin kompetensi dari orang-orang yang terlibat dalam penerapan 

SJPH. Pelatihan ektsernal diikuti oleh ketua tim manajemen halal pada 30 September 2021 yang 

diselenggarakan oleh LPPOM MUI Jawa Barat. Pelatihan internal dilakukan pada 18 Oktober 

2021 dengan pemateri yaitu ketua tim manajemen halal sedangkan pesertanya adalah anggota 

tim manajemen halal, staff dan operator produksi. 



 

1.2. Bahan 

Bahan merupakan hal yang penting dalam proses produksi suatu produk. Hal ini karena 

ada kemungkinan bahan tersebut termasuk dalam bahan yang haram, sehingga akan 

menentukan status kehalalan dari produk yang diproduksi (Jannah et al., 2020). Menurut 

Jumiono & Rahmawati (2020) dan Ashadi (2015) perusahan harus dapat menjamin bahan yang 

digunakan adalah bahan yang status kehalalannya sudah jelas. Salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh suatu perusahaan agar produknya dapat disertifikasi adalah produk tersebut harus 

terhindar dari bahan yang haram dan najis (Nukeriana, 2018).  

Bahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu bahan yang sudah dipastikan 

kehalalannya (positive list) dan bahan kritis. Bahan yang termasuk positive list sudah tercantum 

dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021. Bahan-bahan yang dikategorikan 

positive list tidak memerlukan dokumen tambahan untuk memperjelas status kehalalannya, 

sedangkan bahan kritis umumnya memerlukan sertifikasi halal atau dokumen tambahan seperti 

diagram alir proses produksi, spesifikasi atau Certificate of Analysis (CoA) dari bahan tersebut. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk saus keju, keju oles dan selai susu di 

CV Mamifood Sukses Abadi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Bahan baku produksi saus keju, keju oles dan selai susu di CV Mamifood Sukses 

Abadi Bogor 

No. Bahan 
Kriteria Bahan Dokumen SH 

Positive 
list 

Kritis Ada Tidak 

1.   Air kemasan   √ √   
2.   Block cheddar cheese   √ √  
3.   Block gouda cheese  √ √  
4.   Butter cream mix   √ √  
5. Cabai bubuk  √ √  
6.   Choco crunchy   √ √  
7.   CMC  √  √  
8.   Garam beriodium  √ √  
9.   Gula  √ √  
10.   Inulin  √ √  
11.   Kaldu ayam  √ √  
12.   Kalium sorbet √  √  
13. Keju cheddar   √ √  
14. Keju cheddar block   √ √  



15. Krimer nabati   √ √  
16. Lada   √ √  
17. Margarin  √ √  
18. Pati jagung   √ √  
19.  Susu skim  √ √  
20. Taro crunchy   √ √  
21. Tepung terigu  √ √  
22. Tiramisu crunchy   √ √  
23. Trinatrium fosfat   √ √  
24. Whole milk powder  √ √  

 

Terdapat dua bahan yang termasuk kategori positive list, yaitu CMC dan kalium sorbat, 

sedangkan 22 bahan lain termasuk bahan kritis. Semua bahan, baik positive list maupun kritis, 

yang digunakan untuk memproduksi produk di CV Mamifood Sukses Abadi Bogor telah 

memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI dan masih berlaku sertifikat halal 

dari bahan baku tersebut. 

 

1.3. Proses Produk Halal 

Titik kritis kehalalan dalam proses produksi merupakan setiap tahapan dalam proses 

produksi yang berpotensi masuknya bahan haram (Prihandini et al., 2016). Pada kriteria ini ada 

beberapa hal yang menjadi acuan, yaitu lokasi, prosedur kedatangan bahan, proses produksi, 

produk yang tidak memenuhi kriteria dan kemampuan telusur. (1) Lokasi proses produksi CV. 

Mamifood Sukses Abadi Bogor terletak di Kel. Gunung Batu, Bogor yang jauh dari lokasi 

peternakan atau kegiatan pengolahan babi, sehingga kemungkinan resiko kontaminasi dapat 

dihindari. (2) Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi harus dipastikan 

kehalalannya. CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor sudah memiliki prosedur pemeriksaan 

bahan datang sebelum digunakan dalam proses produksi. Pada saat kedatangan bahan baku, 

bagian QC melakukan pengecekan kesesuaian bahan tersebut dengan list bahan yang sudah 

disetujui oleh BPJPH. Bahan baku yang sudah sesuai kriteria digunakan dalam proses produksi. 

Proses produksi saus keju, selai keju dan keju oles pada CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

(3) Proses produksi saus keju, selai keju dan keju oles pada CV. Mamifood Sukses Abadi 

Bogor melibatkan beberapa tahap yang menjadi titik kritis. Titik kritis berasal dari peralatan 

yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Pada panduan pengisian manual SJPH yang 

telah dikeluarkan oleh BPJPH tahun 2021 dijelaskan bahawa alat pengolahan, penyimpanan, 



pengemasan, pendistribusian, dan penjualan harus dipisahkan antara produk halal dan tidak 

halal. CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor sudah mengimplementasikan hal ini, yaitu 

mengkhususkan peralatan pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan pendistribusian hanya 

untuk produk halal yang telah mereka produksi. Proses produksi saus keju, selai keju dan keju 

oles  di CV Mamifood Sukses Abadi  menggunakan pelarut air, bukan menggunakan pelarut 

etanol sehingga bisa dipastikan kehalalannya. Penggunakan etanol sebagai pelarut produk 

pangan sesuai dengan Fatwa MUI No.4/2003 yaitu 1% (Kurniadi, M., & Frediansyah, A. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses produksi saus keju, selai keju dan keju oles pada CV. Mamifood Sukses 

Abadi Bogor 

 

(4) Produk yang telah diproduksi yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh dijual, 

Persiapan bahan baku 

Pemasakan air hingga titik didih 
100 C 

Pencampuran bahan kering dan pemasakan 
pada suhu 90-95°C hingga mengental 

Pencampuran bahan basah 

Pendinginan dan Pengemasan 

 

Selai susu atau 
keju oles 

Persiapan bahan baku 

Penimbangan bahan baku  

Pencampuran bahan baku kering  

Pemasakan air hingga titik didih 
100 oC 

Pemasakan saus suhu 80 oC 

Penambahan margarin 

Pendinginan saus suhu 40 -45 oC 

Filling dan pengemasan 

Saus keju 



melainkan harus dimusnahkan. Produk yang sudah terlanjur dipasarkan harus ditarik kembali. 

Sampai saat ini, CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor belum pernah melakukan penarikan 

produk akibat ketidaksesuaian kehalalan akibat tidak memenuhi kriteria halal. (5) Kemampuan 

telusur merupakan sistem yang dapat memberikan informasi terkait dengan bahan baku yang 

digunakan dan informasi terkait dengan proses produksi dari suatu produk yang telah 

dipasarkan. Kemampuan menelusuri suatu produk dapat menggunakan kode produksi atau 

batas kadaluarsa dari produk. Kode produksi tersebut kita dapat menelusuri informasi dari 

produk yang sudah dipasarkan, jika terjadi komplain atau ketidaksesuaian produk yang 

ditemukan setelah dipasarkan. CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor telah memiliki kode 

produksi dan laporan produksi untuk mengakomodir kemampuan telusur ini. 

 

1.4. Produk 

Profil sensori dari produk yang akan disertifikasi halal tidak boleh mengarah atau sama 

dengan profil sensori produk yang haram, misalkan whine dan babi. Produk saus keju, selai 

susu dan keju oles dari CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor memiliki profil sensori yang tidak 

mengarah kepada profil sensori produk atau makanan haram. Aspek lain yang menjadi 

perhatian pada kriteria ini adalah penamaan dan bentuk produk. Ketentuan penamaan dan 

bentuk produk adalah nama produk tidak boleh mengarah pada nama atau bentuk produk yang 

haram. Nama produk yang dikeluarkan oleh CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor tidak 

mengarah pada sesuatu yang haram. Nama produk tersebut adalah Saus Keju Kenzu, Keju Oles 

Kenzu dan Selai Susu Kenzu. Produk Saus Keju Kenzu dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Produk Saus Keju Kenzu CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor 

 

1.5. Pemantauan dan Evaluasi 



Pelaku usaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SJPH. 

Pemantauan dilakukan melalui audit internal, sedangkan evaluasi dilakukan melalui kaji ulang 

manajemen. Audit internal dan kaji ulang manajemen minimal dilaksanaka 1 kali dalam satu 

tahun. CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor sudah memenuhi kriteria ini. Audit internal terakhir 

dilakukan pada 21 Oktober 2021, sedangkan kaji ulang manajemen terakhir dilakukan pada 27 

Oktober 2021. 

 

 

 

  



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan puncak CV. Mamifood Sukses Abadi 

Bogor terhadap implementasi SJPH telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat adanya 

kebijakan halal, tim manajemen halal dan pelatihan internal dan eksternal yang telah 

dilaksanakan. Bahan yang digunakan untuk produksi telah memiliki sertifikat halal dan profil 

sensori dari produk yang dihasilkan tidak mengarah pada profil sensori produk yang tidak halal. 

Proses produksi di CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor sudah memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh BPJPH. Pemantauan dan Evaluasi juga telah dilakukan oleh pimpinan puncak 

melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Secara umum CV. Mamifood Sukses Abadi 

Bogor telah menerapkan semua kriteria sistem jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan 

telah ditetapkan oleh BPJPH.  
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